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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah 

Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Ruang Terbuka Hijau 

di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

dan Dinas Lingkungan Hidup melalui berbagai upaya, antara 

lain: memasang papan peringatan di batas-batas RTH, 

melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk patroli rutin, 

serta tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

bagi pembangunan perumahan atau bangunan lain yang 

berada di kawasan RTH, melakukan pemeliharaan terhadap 

sarana dan prasarana fisik RTH seperti jalan setapak, 

drainase, pagar, lampu penerangan, bangku taman, dan 

fasilitas penunjang lainnya. Melakukan pemeliharaan vegetasi 

RTH, meliputi penanaman poh on baru, pemangkasan 

ranting dan dahan yang mengganggu, serta penggantian 

pohon yang mati dengan pohon baru. serta mengidentifikasi 

kerusakan dan melakukan sosialisasi. 

2. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, tanggung jawab 

pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan 

RTH di Kota Bengkulu menekankan pelaksanaan kebijakan 

yang berfokus pada kemaslahatan umat. Pemerintah harus 

menjaga harmoni lingkungan, menerapkan regulasi tata 

ruang secara ketat, serta memastikan pembangunan yang 

berkelanjutan. Keadilan kebijakan ditegakkan melalui 
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pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar dan peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Melalui 

pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip 

Siyasah Tanfidziyah, pengelolaan dan perlindungan RTH 

diharapkan efektif, berkelanjutan, serta mendatangkan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

B. Saran 

1. Untuk pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran 

khusus yang memadai dalam APBD untuk pengelolaan dan 

pemeliharaan RTH secara terpadu. Anggaran ini tidak 

dipisahkan antara PUPR dan DLH, tetapi dikelola bersama 

melalui mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan. 

Penggunaan anggaran terpadu akan mencegah terjadinya 

tumpang tindih atau kekosongan anggaran yang selama ini 

sering menjadi kendala di lapangan. Prioritas anggaran harus 

difokuskan pada penambahan personel petugas lapangan, 

pengadaan peralatan pemeliharaan, serta perbaikan sarana 

dan prasarana RTH yang rusak. 

2. Untuk masyarakat, harus mulai menyadari bahwa RTH 

bukanlah milik pemerintah semata, melainkan aset bersama 

yang memberikan manfaat langsung bagi seluruh warga, 

seperti udara segar, tempat rekreasi, dan pencegahan banjir. 

Setiap warga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak 

merusak RTH dan ikut serta.  
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